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BAB. III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi 

atau pengambilalihan diberikan perlindungan hukum oleh perusahaan dengan 

dapat meminta kepada perusahaan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan 

harga yang wajar, apabila pemegang saham minoritas tersebut tidak 

menyetujui tindakan perusahaan yang akan melakukan akuisisi atau 

pengambilalihan dan menganggap tindakan tersebut dapat merugikannya atau 

merugikan perusahaan itu sendiri. 

2. Hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para 

pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui 

akuisisi, terkait dengan : 

a. Kesulitan penentuan harga wajar saham yang wajib dibeli oleh 

perusahaan dan kesulitan dalam penunjukan pihak penilai independen 

yang menentukan harga wajar saham dalam RUPS, apabila pemegang 

saham minoritas tidak setuju dengan rencana akuisisi. 

b. Penyimpangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 
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Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini akan berakibat 

pada kepentingan pemegang saham minoritas tidak terjamin dengan 

baik. 

c. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu 

perusahaan belum dapat terealisasikan dengan baik., sehingga dapat 

menghambat penjaminan terhadap kepentingan pemegang saham 

minoritas. 

B. Saran 

1. Untuk melaksanakan kegiatan apapun dalam perusahaan prinsip keterbukaan, 

kebersamaan dan keadilan sangat diperlukan, agar pemegang saham minoritas 

dan seluruh perangkat perusahaan tahu, mengerti dan terjamin 

kepentingannya, serta dapat turut berpartisipasi. 

2. Pihak pemegang saham minoritas yang tidak setuju atas dilakukannya akuisisi 

diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menunjuk pihak penilai 

independen dalam menentukan harga wajar saham pada perusahaan. 

 

 

 

 

 



83 

 

 
 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

Buku : 

Bramantyo Djohanputro, M.BA., Ph.D., 2004. Restrukturisasi Perusahaan Berbasis 

Nilai. Strategi Menuju Keunggulan Bersaing, PPM, Jakarta. 

Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., 2001. Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk 

Dan Pemajakannya, Salemba Empat (PT. Salemba Emban Patria), Jakarta. 

Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum., 2012. Revalitas Institusi Direksi 

Perseroan Terbatas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. 

Dyah Ratih Sulistyastuti, 2002. Saham & Obligasi, Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, Yogyakarta. 

M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, 2001. Perangkat dan Model Analisis 

Investasi di Pasar Modal, Gramedia, Jakarta. 

M. Yahya Harahap., S.H., 2009. Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. 

Michael A. Hitt, Jeffrey S. Harrison, and R. Duane Ireland, 2002. Merger Dan 

Akuisisi: Panduan Meraih Laba Bagi Para Pemegang Saham, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

 

 



84 

 

 
 

Misahardi Wilamarta, 2002. Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good 

Corporate Governance, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, Jakarta. 

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., 2001. Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan 

LBO, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta. 

Ridwan Khairandy, 2009. Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-

undangan, dan yurisprudensi, Kreasi Total Media, Yogyakarta. 

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001. Pasar Modal di Indonesia, 

Salemba Empat, Jakarta. 

 

Internet : 

Edratna, 2008. Restrukturisasi Perusahaan, Penting Dilakukan Dalam Keadaan 

Ekonomi Apapun. Diakses dari http://edratna.wordpress.com, tanggal 10 

November 2008, pukul 08:19 WIB 

Fiki Warobay, 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas 

Perseroan Terbatas Terbuka. Diakses dari http://fikiwarobay.blogspot.com, 

tanggal 13 Mei 2012, pukul 01:28 WIB 

Kamus Bahasa Indonesia http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-

bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx 

 

 

https://plus.google.com/106586732685275787991
http://fikiwarobay.blogspot.com/
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx


85 

 

 
 

 

Peraturan Perundang-undangan : 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan 

Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Nomor 20 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Nomor 2959. Sekretariat 

Negara. Jakarta 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 64. Sekretariat 

Negara. Jakarta 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 70. 

Sekretariat Negara. Jakarta 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 67. 

Sekretariat Negara. Jakarta 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 106. 

Sekretariat Negara. Jakarta 

 

 



86 

 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan 

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat 

mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 89. 

Sekretariat Negara. Jakarta 

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-

Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan 

 

 



 

 



 

 



 

 


